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Teraturan . Pemerintah Nomoer 25 Tahus 2000 tenting

Kewenangan I'um-:rinlnr] dan Kewenangan  Propinsi schapni
Baeraly Owenom { Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 1953 %

- Keputusan Memteri Pendidikan Nasienal Nomor : 060:1122002
iniggal 26 April 2002 teatang Pedoman Pendirian Sckolah.
Feraturan Daerah Kabupalen Bogor Nomor | 08 Tahun 2004

lentang  Orgamsasi  Perungkar  Daeraly Kabupaten Bogor

( Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor - 1593

+ Peraturan Daerah Kabupaien Boger Nomor & 16 T ahun 2004,
tenting  Pembentukan, Organisast  dun Tae Kerjn  Dings
Pendidikan Kabupaten Bogor { Lembaran Deaerah Kabupaten
Bogar Nomar : 168 Tahun 2004 );

- Keputusan  Bupati Bogor Nemor 061/188/K pts/Hulk/2005
fanggal 30 Mei 2005, tenang Pendelegasian  Kewenangan
Penandatanganan  Dekunien Administrasi  Pelayannin Umum
Repada Kepala Dinas Pendidikan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 lentang Pelaksanaan
Wanb Belajar Pendidikan Dasar:

MEMUTUSKAN

Memberikan [jin Pendirian SEKOLAH DASAR FASTARIQUL
KHOIROT yang berlakasi di Kp. Rawapanjang Rt. 01217 Desa
Rawapanjanp Kecamatan Bejonggede Kabupaten Bogor, atss

nama Yayasan Fastabiqul Khoirot vang berlokasi di Wisma 77
Lantai VI. JI. §. Parman Kavling 77 Slipi Jakarta Baral.

Pemberian jjin sehagaimana dimaksud dalam dikrum KESATU,
berlaku  sepanjang  mematuhi semua  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaky dan wajih melakukan dafgr
ulang ( Her Regmistrasi } setiap awal tahun pelajaran Kepada
Dinas Pendidikan.

Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian lerhadap  pihak  lain maw peserda  didik  yang
mengakibatkan erhentinya pendidikan, maka segala resiko yang
timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin
dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atay batal demi hukum .
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KEEMPA : Repala penvimpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dalam
LKeputusan inl yang dapat merugikan Kewibawaan pemerintah
bk sengaja maupun tidak sengaja, mako keputusan ini batal
atuu hatal deni hukum,

KELIMA ;. Tidak dibenarkan mengalinkan ijin pendirian sckolah ke pihak
lain dengan dalih apapun sebelum adanva persetujuan dari
Pemerintah Kabupaten Bopor

REENAM ; [-'.:pum:iur: ini muiai berlaku pada tangpal ditetapkan,

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 21 Pebruari 2007

Fembusag ¢

L Yihe Dirckior lenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas Rl:
CYoth Gethernnr T Barar;

< VUL Kepada Dinos Pendidiken Propinsi Jawa Barat:

- Y Bupan Bogor melalui Sekretans Daerah Kabupaten Nogor:
Yl Ketan Dewan Peewakilen Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
. Yih Camat Bojonggede:

- Yihe Kepalo UPTD Peadidikan TK/SD Kecamatan Bojonpaede;
- Yih. Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggeds;
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

1, Myrman Keloraban Tengah Cibinona Telp, (021 ) 8753191- 8763405
Cibinong 16514

KEPFUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Momor: 421.27 575 _Disdik/2007

TENTANG

LJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR FASTABIQUL KHOIROT

ATAS NAMA YAYASAN FASTABIQUL KHOIROT
WISMA 77 LANTAL VI JL. §. PARMAN KAVLING 77 SLIPI . _

JAKARTA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAM KABUPATEN BOGOR

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam upava meningkatkan pelavanan dan pemeratasn

pendidikan dasar  kepada masyarakat, serta  mewujudkes
pelaksanaas waiih belyar peadidikan dasar, perly memberikan
iin pendirian SEKOLATI DASAR FASTARIQUL KHOIROT
yang berlokasi di Kp Rawapanjang Rt 02/17 Desz Rawa
paajang Kecamntan Bojongpede Kabupaten Bogor,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
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huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Ijin Pendirian  SEKOLAH DASAR FASTABIQUL
KHOIROT ates nama_ Yayasan Fastabiqul Khoirot yang
bertokasi di Wisma 77 Lantei VI. JI. S. Parman Kavling 77 Slipi
Jakarta Raral.

-lindang-Undang Nomar 14 Tohun 1950 temtang Pemerintzhan

Daeraly Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat { Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 1950 Nomer 8 );

. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional { Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3390 );

- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dacrah ( Lembaran Negara Takhun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
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